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9 Fraksi-Banggar DPR
Setujui Dana Kelurahan

JAKARTA - Rencana Presiden
Joko Widodo mengucurkan

danalkelurahanmulai 2019 tak -

banyak mendapat pertentang-
an dari DPR. Meskimasiha
po!erﬁ:k Adasar hukurm kebijalc

an ini, sembilan fralsi dalam 7

Badan Anggaran (Banggar)
DPR kemarin, menyetujuire;-
cana prograim dana kelurahan
masuk ke dalam APBIN 2019,
Anggaran Rp3 triliun tersebut

alkan masulk pos dana alokasi

amum dDAUD.
Satu-satunya fraksi yang

belum menentukan sikapnya
atas kebijakan bayru Presiden
Joko Widodo iniadalah Gerin-

dra. “Semuanya setuju (dana
kelmaban), Gerindra belum

(hersilkap),” ® leata Wakil Ketuia .
Banggar DPR Said Abdullah di .

Kompleks Parlemen Senayan,
Jalkarta, kemarxin. .
Menurut Said, pengang
Zaran dana kelurahan cukup
dengan landasan Undang
Undang Anggaran Pendapat
an dan Belanja Negara QUU
APBN) karena balkal disalur—

kan lewat DAU. Dengan jalur

ind, dana kelura}zanjugahanxs

persetujuan

: ‘»'I';idak pgﬁi,,

lewa DAU Mekaniémsny
DAK (dana

mungklnan dana kelurahan

ditolak cleh DPRID dan permda

setempat.
. Politikus PDDI Perjuangan
itu menjelaskan, jika meru-

nut jumlah kelurahan seba-

nyak 8400, nantinya setiap

kelurahan baka} mendapat

kucuran sekitar Rp330 juta
daripemerintah, Namun, dia

2Led kelurahan  rman;

Jdeum untuk alokasi anggaran

: pemenntai‘x (PPYbaru.

Pihaknya berharap bahwa

. danakelurahaninialkanmen-
jadialokasitahunansamahal-
‘nyaposdanadesa, karenajika
Thanya dikucu rlcan pada 2019

maka hal itu akan dianggap
sebagai kepentlngan politilk
sermata.
akan kembali membahas hal
inibersama Menteri Keuang-

an (Menlkeu) <-r1  Mulyani
Indrawati. c L
L ANggEoOt: Banggax dari

Fraksi Gerindra Mol Nizar
Zahro memgata}-tan fraksinya
masih menyoroti dasar hu-
Jcum kebijakan ini. Disisilain,
pihaknyamenilai programini

tidak termuat dalam pidato

- nota keuangan yvang dibaca-

lan Presiden .:Tokcw; pacLa lb
&gusmslalu

dana kelurahan harus dibua
kan dalam bentukpera&;ux:an

“MemangharusdibuatPP-
nyayangbaru, tapi sekarang
inimemangbelum bisa (dialo«
kasilcan dana kelurahannya).

Tapi akan diatur bagaimana
aturannya, l:&agaim‘arla payung
kata Wapres JIK.

hukumnya,”
di Kantor Wapres, jakarra.
‘kemarin.

JK m(.n;e]askan, penyu-

Pagi ini DPR juga

. bevrmuatan
’menxla:&hdhwa semuakegiat-
an positif Jokow1 oleh pihhak

"t@tkait.

4’payung hukum
Presiden akan segera merm-_

1n1taci1beluxnjela‘:dantexnan‘

terman {lcen:(‘nthrxanj itu
mengusullcan sesuatu, PAijar
Wapres.

: Juru Bxcara e

. Kampanye Nasional (TKN)

~KH Mairuf Amin,
Arya Sinuhngga mengatakan
bahwa belajar dari alokasi

" dana desa selama initerbulkti
- bisa memberikan efek luar

biasa pada patnb'uigunan r:l:
desa.

o Begltu px;l’s. dana kelura}a—
an, dia meyalkini bisa diguna-

kan untuk pemberdayaan
masyarakat danbadanusaha.
“Ralaudidesaada Bumdes,ya

- dukung dorng. Ralkyat dikasih

uang 1an5sut1g kok enggak se—

- tuju, katanya.

: Mengenai adaﬂya ang~
gapan bahwa kebijakan ini
po}u’xs, Arya

dxta fsn'ka o

olitis.

P e‘i'l',\ erin-

tah bails untuk desa dan ke-

rintah merigeluarkara dana
bagi kelurahan. Jadi karena

: adaprot@s dariwali kota-wali
. kota

‘seluxuh
katany'l
M enmmtmya programini

Indonesia,

‘s ebelum disetujui Presiden

sudah dikaji

Kementerian
Keuangan

dan institusi
Mernang belum ada
makanya

huatp’vy:_l nghu}(umagarpro—~
uncurkandan

Jura b/acara ’3‘1{1\1 laxnnya. -
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